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Pengguna NMedsos Wajib Registrasi

Kementerian Komunikasi
dan Digital (Komdigi) sedang
menggodok aturan baru bagi
pengguna akun media sosial
(medsas). Salah satunya
mewajibkan registrasi ulang
dengan menggunakan nomor
telepon.

Ini yang sedang kita godok,
juga dengan konsultasi publik
tentunya. Bagaimana agar orang
ketika masuk ke media sosial
waijib mencantumkan nomor

atau be: ing

nomor telepon,” kata

jawab terhadap tulisan-tulisan
yang juga ditayangkan,” ujar

Menteri Komdigi Meutya Hafid,
dalam Rapat Kerja Komisi | DPR,

Meutya.

Meutya mengatakan, selain
mewajibkan nomor telepon,
Pemerintah bherencana

di K
Jakarta, Senin (13/5/2025)

la mengatakan, rencana registrasi
ulang pengguna media sosial

“Terkait

sistem identitas
digital terverifikasi melal
Penyelenggara Sertifikasi

Elektronik (PSRE). Menurutnya,
langkah itu merupakan upaya

Agar i
jelas, sehingga mereka menjadi

memperkuat
rencana registrasi ulang P 1 nasi di ruang
pengguna medsos dengan digital.
akt saat Kewajiban tersebut diharapkan
ini sifatnya belum wajib untuk identitas

menjadi lebih jelas, sehingga setiap
orang dapat ber jawab

gan Nomor Telepon

Persadha. Menurut dia, jika
i i akan

atas tulisan maupun konten yang
diunggah di medsos.

Wakil Ketua Komisi | DPR Dave
Laksono mendukung kebijakan
tersebut. Menurutnya, tujuan
utama ini ialah

ini dir
muncul dampak negatif.
“Membuka potensi ancaman
baru yang jauh lebih serius apabila
tata kelola datanya tidak dibangun
secara matang,” ujar dia.
Untuk lebih jauh

praktik p akun
anonim untuk penyebaran hoaks,
ujaran kebencian, maupun
akeivitas ilegal lainnya.

Chairman Lembaga Riset
Siber CISSReC Pratama

Dave Laksono dan
Pratama Persadha terkait aturan
yang mewajibkan pengguna
medsos melakukan registrasi ulang
akun media sosial menggunakan
nomor telepon, berikut
wawancaranya:

DAVE LAKSONO, Wakil Ketua Komisi | DPR RI

Bentuk Penguatan Tata
Kelola Ruang Digital

Pemerintah melalni Komdigi

media sosial mencantumkan no-
mor telepon saat membuat akun
media sosial. Apa pendapat Anda?
Rencana kebijakan Kementerian
Komdigi terkait kewajiban mencan-
tumkan nomor telepon saat membuat
akun media sosial perlu dipahami
dalam kerangka hesar peng:
Kelola ruang digital di Indos

Menurut Anda, apa tujuan uta-
ma dari kebijakan ini?

Tujuan utama da
adalah memastikan iden

tas yang lebih
gga dapat mencKan praktik

aan akun anonim untuk
keheneian
mya.

pe
maupun aktivitas ilegal la

Maksud Anda, jika pendaftaran
medsos menggunakan nomor tele-

langkah ini
v daii upaya mem-
sistem thll-ll yang lebin

(44

Kami optimistis, dengan
kolaborasi yang baik antara
Pemerintah, DPR, dan
masyarakat, Indonesia dapat

PRATAMA PERSADHA, Chairman CISSReC

Ada Risiko Kebocaoran
Data & Identitas Pengguna

1A

Kebijakan tersebut
berpotensi
menimbulkan persoalan
privasi dan kebebasan

!
medsos yang lebih
bertanggung jawab, aman,
dan mendukung persatuan
nasional.

Apa yang perlu diperhatikan?

Diperlukan mekanisme penga

i, apabila
tidak diimban:
dengan mekanisme
perlindungan hukum
yang kuat.

tengah menggadak ren-
cana pengguna media sosial wajib

wasan yang jelas, data
pribadi yang kuat, serta sosalisast
yang agar masyarakat

schat, dan akunta
Dengan adanya keter h..bunsm an-
tara akun medsos dan nomor telepon.
diharapkan masyarakat lebih bertang-
gung jawab dalam menggunakan k-
hehasan herekspresi di mang dig

Bagaimana dengan tudingan
bahwa penggunaan nomor telepon
di media sosial berpotensi menim-
bulkan kebocoran data pribadi?

dilakukar ra
lasi yang dite rdpkdn bk o
hak dasar warga

oleh konstitusi.

1ami manfaat dan batasan dari
ehijakan torsobut

Sebagai pimpinan Komisi | DPR,
apa yang akan dilakukan?

Komisi I DPR RI akan ter
ngawal proses ini dery ip Ke-
scimbangan. Di satu sis1 mendukung
penguatan regulasi untuk mencegah
alahgunaan ruang digital, dan di
sisi lain memastikan hak-hak masya-

indungt.
is, dengan kulubuldﬂ
PR.

nomor telepon saat
membuat akun media sosial. Bagai-
mana pendapat Anda?

 Dalam perspelif keamanan siber, ke-

dikaitkan dengan nomor telepon yang,
tervalidasi, proses pelacakan digital
foren mudah dilakukan
oleh ak hukumn maupun
penyelenggara platform.

dua sist yang saling bertolak belakang,

Risa Anda jelaskan?

Di satu kebijakan ini dapat
memperkuat aspek akuntabilitas
digital. Selama bertahun-tahun, ano-

milas menjadi salah satu faktor
utama yang dimanaatkan pelaku keja-
hatan siber untuk melakukan berbagai
operasi ilegal

Akun anonim digunakan untuk

3 at. Indon, d..p.u
membangun ckosisten medsos yang
lebih bertanggung jawab, aman, dan
mendukung persatian nasional. mREN

penipuan investasi, phishing. doxing.
cyberbullying, penyelbaran Konten por-
nografi, hingga operasi disinformasi
politik. Ketika identitas akun dapat

Jika nomoer tele-
n, apakah lebih baik untuk ke-
amanan negara
k:

i
ai bentuk qduplu‘sl terhadap feno

mena identity Lescd cyirer gover e,

vaitu tata kelola ruang digital yang
berorientasi pada identitas pengguna
Model seperti ini telah di

semakin kompleks. Penyebaran decp-
fake, operast pengaruh asing, hingga
serangan rekayasa sosial berbasis me-

i ancaman nyata terhadap stabilitas
Sosial dan p

K suatu negaa

Bagaimana dengan keamanan siber?
Doari sudul pandang keamanan siber
yang lebih kritis, ke an pencan-
tuman nomor telepon juga membuka
potensi ancaman barlivang fauhlebih
h kelola d
Hdak d)b.lnguu secara matang
Dalan praktik keamanan informasi
modern, data nomor telepon bukan lagi
sekadar alat komunikasi. melai
telah menjadi identitas digital p

Apa saja dampaknya?
Nomer telepon saat ini ter rhubung

dengan akun perhan I

nansial. dompet digital i

Eikici cariail e i SEe al, Ly arain

Keschatan, hingga sistem pemer,

an elekironik. @ REN
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